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ZULFIKAR, B111 13 507, dengan  judul skripsi “Tinjauan
Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru
Terhadap Murid Di Kota Makassar”. Dibimbing oleh Muhadar selaku
pembimbing I dan Nur Azisa selaku  pembimbing II. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab mengapa guru melakukan
penganiayaan terhadap murid di kota Makassar Untuk mengetahui
bagaimana penanggulangan dan bagaimana cara mengurangi tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap murid.
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi
lokasi penelitian adalah Kepolisian Resort Kota Makassar, Dinas
Pendidikan Kota Makassar dan Beberapa Sekolah yang ada di Kota
Makassar. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan
dengan melakukan wawancara-wawancara sekaligus mendapatkan
dokumen-dokumen terkait dengan masalah dalam tulisan penulis.
Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan
memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan
analisis terhadap data tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab terjadinya
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya
di Kota Makassar adalah dari faktor murid itu sendiri, yaitu; kurangnya
etika murid terhadap gurunya; Murid kurang disiplin dan tidak menaati
peraturan sekolah; guru tidak mampu mengelola emosi negatif terhadap
muridnya; penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai alat
pendisiplin instan; ketidaklayakan guru dalam mengajar dan mendidik
dikarenakan intelektualitas guru yang rendah; penganiayaan yang
dilakukan oleh guru terhadap murid seringkali dibenarkan oleh masyarakat
bahkan orangtua murid itu sendiri karena tindak pidana penganiayaan
tersebut dianggap merupakan bagian dari proses mendidik anak; watak
dan karakter individu beberapa masyarakat Sulawesi khususnya
Makassar memiliki watak dan karakter yang cenderung keras dalam
menyikapi suatu permasalahan. Upaya penanggulangan tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid adalah
melakukan penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta
memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan masalah
dalam hal ini menghukum murid tanpa menggunakan kekerasan;
Mengadakan pembinaan pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan
masyarakat; dan meningkatkan kedisiplinan dan aturan yang telah diatur
oleh pihak sekolah khususnya.
Kata Kunci: Kriminologis, Tindak Pidana Penganiayaan, Guru, Murid.
vABSTRACT
ZULFIKAR, B111 13 507, with the thesis title "Overview of
Criminological Crime Persecution by the Teacher to the Students In
Makassar". Taught By Muhadar as Supervisor I and Nur Azisa as
Advisor II. This research aimed to determine the cause of why teachers
did the persecution of students in the city of Makassar. To know how to
cope with and how to reduce the crime of persecution teacher to student.
This study conducted in the city of Makassar. Location is the Police
Resort Makassar, Makassar City Education Department and some
Schools in Makassar. This research was conducted by field studies to
conduct interviews and obtain documents related to the problem in writing
the author. Interview  conducted by asking questions relevant to the topic
of the proposed.
Research results has shown that the causes of the criminal acts of
persecution committed bye teacher to the student in Makassar problem of
factor students themselves is the lack of ethnic for teachers, lack of
discipline and do not obey school rules. Teachers are not able to manage
negative emotions to students, persecution on their students as a means
of discipline that instant, improprieties teachers in teaching and educating
because of intellect low teacher, maltreatment by the teachers to students
are often justified by the public and even the parents themselves for the
crime of persecution is considered to be part of the process of educating
children. The nature and character of the individual several communities of
Sulawesi, especially Makassar has the character and the characters tend
to be hard in addressing the problem. the response to the crime of
persecution committed by teachers against students is a perform legal
counseling to teachers dab of society, as well as provide an understanding
of the importance of resolving this problem in terms of punishing students
without using violence. conduct training on the school environment and in
society. and improve discipline and grooves that have been arranged by
the school in particular.




Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis senantiasa
diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran dan keikhlasan dalam
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak
Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Di
Kota Makassar”.
Skripsi ini dipersembahkan dari penulis sebagai bentuk
sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah
penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga berasal dari hasil
penelitian dan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang
terkait dengan penulisan skripsi ini serta arahan yang diberikan oleh
dosen pembimbing.
Mengawali ucapan terima kasih ini, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua
penulis, Ayahanda tercinta Muhammad Siring, S.E. dan Ibunda
tersayang Silvana, S.E. atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih
vii
payahnya membesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan penulis
demi keberhasilan dan kesuksesan penulis. Kepada saudara-saudari
penulis, Masyitha Putri Awaliah., S.H., S.E., Dwita Pratiwi, dan Khaerul
Ichsan Fikri yang telah memberikan dukungan selama ini. Terima kasih
juga kepada Alya Deliana Ayub yang selalu memotivasi, memberikan
dukungan, memberikan waktunya, yang tak kenal lelah membantu mulai
dari proposal hingga skripsi penulis, rela berkorban dan memberikan kasih
sayang serta pengertiannya. Serta memberikan motivasi kepada penulis
untuk bergerak maju mewujudkan cita-cita penulis.
Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai
pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi serta mendukung
penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan
hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah
membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi
terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina, M.A. selaku Rektor Universitas
Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Dr.
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II
viii
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr.
Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Penasehat
Akademik Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan
Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima
Kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan,
arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi
ini.
6. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. , Bapak
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Abdul
Asis, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran
serta masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu,
nasihat, dan melayani urusan administrasi serta bantuan lainnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepala Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polretabes
Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan
Bapak Dr, Iskandar S.Pd., MM. yang telah membantu dan
memberikan data kepada penulis selama proses penelitian.
ix
9. Pembimbing khusus penulis, Dhea Azzahra., S.H., dan Andi
Muhammad Faiz Adani. Terima Kasih atas segala bantuan dan
arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10.Teman-teman Serigala Lapar penulis, Arie Richfan, Agung Tri
Putra., S.H., Andi Suharmika, Ahmad Rais Setiawan, Ismail
Iskandar, Satya Graha Setiawan, Tashan Muh. Akram,
Irwanto Eka Putra, Fadel Muhammad, Eko Sofyan Efendy,
Mohammad Kurniawan, Basuki Rahmat Bakri, Andi
Muhammad Fadly, Andi Mohammad Maqarim, Fiqri Putra
Utama, Taufiq Hidayat., S.H., Andi Satria, Aldias Agung
Liawi, Satria Putra, Andre Salim, Billy Bobby Putra, Bryant
Teguh Thosuly, Eky Gusdika, Muhammad Fachreza Parape.,
S.H., Annas Arief Bachtiar., S.H., Kevin A. Guricci,
Muhammad Rinaldy Kasim., S.H., Vian Cakra Dwitama.,
S.H., Andika Adhyaksa., S.H., Muhammad Ivantry., S.H.,
Muhammad Chaidir Ali Basir, Gagah Budi Agung, Grady
Muttaqien, Fachrul Iksan, dan Inpebriansyah Bakri. Terima
Kasih Atas segala dukungan, segala hiburan atas tingkah laku
kalian dan bantuannya kepada penulis selama ini, semoga
segera mendapatkan gelar S.H.
11.Teman-teman Ciwiks, Kisti Aulia Chalik, Nurhidayah., S.H.,
Nadiyah Parawansa, Amanda Cornelia Farina R., S.H.,
Khadijah Fadillah., S.H., Cut Hardiyanti., S.H., Ismy Amaliah,
xReza Zairah., S.H., Nurjayanti Sekar Andini, A. Lady Febriya,
S.H., Vina Nurfarhani, Siti Annisa Marlia, Aldira Nurlita,
Feiby Valentine Wijaya., S.H., Khusnul Khatimah., S.H.,
Vidya Nur Fitrah., S.H., Rizky Dwi Putri., S.H., Nurul
Saraswati., S.H., Maudy Aqmarina, Andi Kumala Yusri, Andi
Pratiwi Yasni, dan Andi Resky Noviana. Terima Kasih atas
segala, dukungan dan bantuannya kepada penulis selama
masa perkuliahan. Semoga yang belum dapat gelar
disegerakan dapat gelar S.H.
12. Keluarga besar KKN regular angkatan 93 Kabupaten Bantaeng
Kecematan Bissappu Kelurahan Bonto Atu, Tim Posko Bonto
Atu, Arfan Rahmansyah, Bahruddin Amieq, Adwian Jaya
Putra, Nurul Maghfirah, S.Ked., Dinda Yanuar, S.E., Fauziah
Yusuf, S.Si., A. Daniah Pahrany, dan Dwi Summaiyah, atas
kebersamaannya selama KKN dan memberikan pengalaman
baru kepada penulis.
13.Kakanda-kakanda Andalan penulis, Arfhani Ichsan., S.H.,
Andika Dwiyadi., S.H., Agung Ashari., S.H., Edo Satria
Mandala., S.H., Irfhandy Idrus., S.H., Wiradewa., S.H., Alif
Manaungi., S.H., Ilham Nur Putra., S.H., Mistrieanie Fadillah
Andi Muin., S.H., M.H., Adini Tahirah., S.H., dan Ledy
Sartika., S.H. Terima Kasih atas segala bantuannya selama
perkuliahan.
xi
14.Keluarga besar HLSC-ku tercinta, yang telah membesarkan,
memberikan pengetahuan organisasi dan ilmu kepada penulis.
Keep Loyal and Justice For All !!!
15. Teman-teman ASAS angkatan 2013 Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis ucapkan satu
persatu namanya.
Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu namanya,  Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
baik itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan
praktisis. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita
sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat
baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.
Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin…
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





Halaman Judul ………………………………………..…..……...…...... i
Pengesahan …………………………………………….………....….... ii
Lembar Persetujuan ………………………………….………............. iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi ………….……………….…..  iv
Abstrak ……………………………………………….…………..…….... v
Kata Pengantar …………………………………….………………........  vi
Daftar Isi …………………………………………….…………..…….…... xii
BAB I PENDAHULUAN ………………………….….……………..……. 1
A. Latar Belakang Masalah …………………………………………..1
B. Rumusan Masalah………………………………………………….4
C. Tujuan Penelitian ………………………………………………….. 5
D. Manfaat Penelitian ………………………………………………… 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………... 7
A. Tinjauan Umum Kriminologi ……………………………………… 7
1. Pengertian Kriminologi ……………….………………………. 7
2. Ruang Lingkup Kriminologi ……………………………...…... 8
3. Pembagian Kriminologi …………………………………..…... 10
B. Penganiayaan ………………………………..……………………. 13
1. Pengertian Penganiayaan ……….…………………………… 13
2. Jenis-Jenis Penganiayaan …………..……………………….. 14
3. Ketentuan Pidana Penganiayaan Terhadap Anak ………… 20
C. Guru …...…………………………………………………………….22
xiii
1. Pengertian Guru …………..……………………………………22
2. Peranan Guru …………………………….…………………….26
D. Tinjauan Umum Anak …………………………………………….. 29
1. Pengertian Anak ………………………………………………. 29
2. Hak dan Kewajiban Anak …………………………………….. 32
3. Pengertian Murid ……………………………………...………. 36
4. Perlindungan Anak Sebagai Murid ………………………… 37
BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………….40
A. Lokasi Penelitian …………………………………………………...40
B. Jenis Dan Sumber Data ………………………………………….. 40
C. Teknik Pengumpulan Data ………………………………………..41
D. Analisis Data ………………………………………………………..41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …………………..42
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Guru ………………………………………. 42
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid ………………..... 48
BAB V PENUTUP ………………………………………………………… 51
A. Kesimpulan ……………………………………………………….... 51




A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Ketentuan pasal 1
ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa
landasan konstitusional Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas
hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law).
Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-
ciri dari negara hukum. Landasan konstitusional Indonesia dapat diketahui
melalui UUD 1945. Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut
dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh
Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam symposium
tersebut disebutkan bahwa:
“Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya
dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah
ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan
untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule
of law”.
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Oleh karena itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu
adanya pendidikan yang baik kepada anak. Karena anak adalah generasi
pelanjut pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Anak membutuhkan pendidikan formal berupa pendidikan
dalam lingkungan sekolah untuk mengembangkan dirinya untuk dapat
hidup dan melangsungkan kehidupan.
Pendidikan anak memang sangat penting. Pendidikan dari sekolah
akan membantu seorang anak bukan hanya mengerti teori dari mata
pelajaran yang diajarkan, namun yang terpenting yaitu cara belajar yang
terstruktur dan baik. Dengan pendidikan yang baik, maka masa depan
seorang anak akan lebih terencana dan terjamin.1
Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa /
murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk
menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang
membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk
1 https://no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/, Pentingnya
Pendidikan Bagi Semua Orang, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2016
karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru
juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.
Pada kenyataannya yang terjadi dalam penerapannya, guru
terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, contohnya adalah
kedisiplinan. Dengan alasan murid ribut di dalam kelas pada saat mata
pelajaran berlangsung, seorang guru menampar muridnya. Hal ini
menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak
terlaksana karena bukannya mendidik tetapi guru malah memberikan
kesan yang buruk terhadap siswanya, dan menyebabkan siswanya takut
masuk sekolah.
Masalah kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun psikis
yang terjadi memang sangat memprihatinkan, maka dari itu diperlukan
upaya perlindungan anak untuk dilaksanakan sedini mungkin. Bertitik tolak
dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan
komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, menyebutkan2 ;
”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”
Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk
memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar
hukum, misalnya tidak mendapatkan perlakuan kekerasan
2 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(penganiayaan). Contoh kasus dialami oleh salah seorang guru di SMK
Negeri 2 Makassar bernama Bapak Dasrul yang melakukan penganiayaan
terhadap muridnya akibat tak terima muridnya bersikap tidak sopan,
alhasil sang murid pun tidak terima hingga melaporkan kejadian tersebut
kepada orang tuanya. Tidak terima dengan perlakuan sang guru, orang
tua murid langsung mendatangi sekolah dan melakukan penganiayaan
kembali terhadap Bapak Dasrul. Penganiayaan yang dilakukan oleh guru
terhadap muridnya akan memberikan efek baik secara psikologis maupun
fisik kepada murid yang menjadi korban, sehingga hal ini merupakan hal
yang sangat disayangkan untuk terjadi mengingat lingkungan sekolah
yang seharusnya dapat mendidik dan mengayomi para terdidik dapat
terpengaruh dengan adanya kekerasan oleh guru atas dasar
“kedisiplinan”. Berdasarkan realita yang ada dan Instrumen Hukum yang
mengaturnya, terdapat kontradiksi dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
Peraturan tersebut dikesampingkan oleh kekerasan yang dilakukan guru.
Sehingga dapat disimpulkan adanya ketimpangan yang terjadi antara
Peraturan yang mengatur dan pelaksanaan peraturan tersebut di
lapangan. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk  membuat
proposal penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Di Kota
Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya guru melakukan
penganiayaan terhadap murid di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid di
Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat
pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji,
dikonfirmasi, dibandingkan, dan/atau dikorelasikan dalam penelitian
tersebut. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis
merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor penyebab mengapa guru melakukan
penganiayaan terhadap murid di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan dan bagaimana
cara mengurangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
oleh guru terhadap murid di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
pidana khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap
kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat
mengetahui tinjauan kriminologis terhadap kekerasan yang
dilakukan guru terhadap murid.
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian
hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam
penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi
Sebagian besar yang pertama kali mendengar kata kriminologi
akan mengaitkan kriminologi  dengan pendidikan hukum karena kata
kriminologi yang berhubungan dengan masalah kejahatan, serta merta
dikaitkan dengan pelanggaran hokum pidana. Ada juga orang yang
mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif, karena detektif
bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap
pelakunya. Presepsi tadi tidak sepenuhnya salah, tetap juga tidak
seluruhnya benar.
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard
(1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua
suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti
ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.3
Pengertian kriminologi menurut :
3 Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23
Edwin H. Sutheland, menyatakan bahwa:4
Criminology is a body of knowledge regarding delinquency an crime as
social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang
membahas kenalakan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
Safitri dan John, mengatakan bahwa kriminologi adalah:5
Ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam
mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola dan
faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan
penjahat.
W.A. Bonger, mengatakan:6
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala
kejahatan seluas-luasnya.
WME.Noach, mengatakan:7
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta
akibat-akibatnya.
2. Ruang Lingkup Kriminologi
Menurut Van Bemmelen “Criminology is a king without country”,
sehingga dapat dikatakan kriminologi merupakan cabang ilmu yang berdiri
sendiri karena memiliki ruang lingkup sendiri.8
4 A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi Books, Makassar, hlm. 1
5 Romli Atmasasmita, 1987, Capita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, hlm. 83
6 A.S. Alam, Op.Cit.
7 Ibid.
Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok,
yaitu:9
1. Proses pembuatan hokum pidana dan acara pidana (making
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hokum pidana
(process of making laws) yang meliputi:
a. Definisi kejahatan
b. Unsur-unsur kejahatan
c. Relativitas pengertian kejahatan
d. Penggolongan kejahatan
e. Statistik kejahatan
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws).
Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of
laws) meliputi :
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
b. Teori-teori kriminologi
c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya
ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif
tetapi juga reaksi terhadap calon pelangar hukum berupa
8 http://te-effendi-kriminologi.blogspot.com/2007/09/kriminologi-sebagai-cabang-ilmu.html
diakses pada tanggal 26 Oktober 2016
9 A.S. Alam, Op.Cit.
upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal preventation).
Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah
perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (reacting
toward the breaking laws). Meliputi:
a. Teori-teori penghukuman
b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan
kejahatan, baik berupa tindakan pre-emtif, preventif,
represif, dan rehabilitatif.
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa,
pertama kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma
yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari
pelakunya yang sering disebut penjahat, ketiga yaitu bagaimana
tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul
dalam masyarakat.
3. Pembagian Kriminologi
Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan
besar, yaitu:10
a. Kriminologi Teoritis
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam
10 Ibid, hlm. 4
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima
cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas :
1. Antropologi Kriminal :
Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang
mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari
seorang penjahat. Misalnya menurut C. Lambroso, ciri seorang
penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat,
tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan
seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal :
Sosisologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk di
dalam kategori sosiologi criminal adalah :
- Etiologi Sosial :
Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu
kejahatan.
- Geografis :
Ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak
suatu daerah dengan kejahatan.
- Klimatologis :
Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca
dan kejahatan.
3. Psikologi Kriminal :
Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu
jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah :
- Tipologi :
Ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan
penjahat.
4. Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal :
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang
sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang
masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa
Dadi Makassar.
5. Penologi :
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan
faedah hukum.
b. Kriminologi Praktis
Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan
yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa
kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied
criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :
- Hygiene Kriminal :
Cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor
penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian
rakyat, penyuluhan (guidance and counceling) penyediaan sarana
olahraga, dan lainnya.
- Politik Kriminal :
Ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan
hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat
menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan
kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-
adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan
untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan
tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.
- Kriminalistik (police scientific)
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku
kejahatan.
B. Tindak Pidana Penganiayaan
1. Pengertian Penganiayaan
Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa
penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa
mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang
sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur
mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau
luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya
unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.
Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan
dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi,
maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau
luka.11
Menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan
dengan penganiayaan yaitu:12
1) Menyebabkan perasaan tidak enak
2) Menyebabkan rasa sakit
3) Menyebabkan luka
2. Jenis-Jenis Penganiayaan
Adami Chazawi mengklasifikasikan penganiayaan menjadi 6
macam, yaitu;13
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang
berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)
11 R. Soesilo, 1988, KItab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.245
12 R. Soesilo, 1984, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia,
Bogor, hlm.144
13 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.7
2.1. Penganiayaan Biasa
Penganiayaan biasa ditentukan dalam Pasal 351
KUHP yang rumusannya:
1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500
(empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang
bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang,
dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja
merusak kesehatan orang.
5. Percobaan melakuakan kejahatan ini tidak
dihukum.
Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesengajaan
b. Adanya perbuatan
c. Adanya akibat perbuatan, yaitu:
1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
2. Luka pada tubuh
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya
2.2. Penganiayaan Ringan
Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau terhalang
untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.
Penganiayaan ringan dimuat dalam Pasal 352 KUHP yang
rumusannya sebagai berikut:
1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356
KUHP, maka penganiayaan yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian,
dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu
lima ratus rupiah).
2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang
bekerja padanya atau bawahannya.
3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak
dipidana.
2.3. Penganiayaan Berencana
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP
yang rumusannya sebagai berikut:
1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang
bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun
Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:
a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat
atau kematian.
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.
Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan
suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang
memperberat pemidanaan.
2.4. Penganiayaan Berat
Penganiyaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi
sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal
354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain,
dipidana karena melakukan penganiayaan berat
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang
bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun.
Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang
telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut:
a. Kesalahannya, kesengajaan (oppzettelijk);
b. Perbuatan, melukai berat;
c. Objeknya, tubuh orang lain;
d. Akibat, luka berat.
Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan
tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya.
Dengan kata lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang
meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan
penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang
mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya,
tetapi tidak menghentikan perbuatannya. Maka orang itu dapat
dipidana karena penganiayaan berat.
Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan
akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan
bahaya maut dan tidak dapat lagi melakukan jabatan atau
pekerjaan.
2.5 Penganiayaan Berat Berencana
Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat
berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan
antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan
kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak
dan bersama-sama.
Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355
KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih
dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun.
2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun.
2.6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu
atau dengan cara tertentu yang memberatkan
Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan
sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP yang
rumusannya adalah sebagai berikut:
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355
KUHP dapat ditambah sepertiga:
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya,
yang sah, istrinya atau anaknya.
2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat, ketika atau
karena menjalankan tugasnya yang sah.
3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau
diminum.
Pengertian tindak pidana penganiayaan yang dianut dalam
praktis hukum seperti yang tampak dalam Arrest Hoge Raad (HR)
tanggal 25 Juni 1894, yang menyatakan bahwa penganiayaan
adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi
jika menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang bukan
menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai
suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Sebagai
contoh seorang guru atau orang tua yang memukul anaknya.14
3. Ketentuan Pidana Penganiayaan Terhadap Anak
3.1. Dalam KUHP
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
14 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.10
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang
yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356
KUHP)
3.2. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Pada Pasal 80 menentukan bahwa:
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan
atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap
anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2)
mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila
yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
3.3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Pada Pasal 76C menentukan bahwa:
Setiap orang dilarang, menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan kekerasan terhadap anak.
Pada Pasal 80 menentukan bahwa:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh
puluh dua juta rupiah)
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2)
mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila
yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
C. Guru
1. Pengertian Guru
Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab
terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik
sekolah maupun luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga
dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pengalaman
mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai
seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar
siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa
guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk
kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak
yang berada di garis terdepan, yaitu guru.15
Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:
15 Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21.
“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”
Guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan
pengetahuan, pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya
sumber belajar. Namun, kini guru sudah berubah perannya menjadi
pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih.
Beratnya tanggungjawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru
harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat
dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Sekali guru
berbuat salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia
pendidikan secara global.
Meskipun guru sebagai pelaksana tugas otonom, guru juga
diberikan kekuasaan untuk mengolah pembelajaran, mengenai yang
harus dikerjakan oleh guru, dan guru harus dapat menentukan pilihannya
dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang
tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai
pengambil keputusan.
Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari
bahasa India. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang
memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan.
Secara umum guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi
fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam
pengembangan kemampuan dan juga dalam potensi dasar yang
dimilikinya secara maksimal. Dalam pengertian atau definisi guru secara
umum dimaksudkan guru tersebut mengajar siswa atau peserta didik di
suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah baik yang dibangun oleh
pihak swasta atau masyarakat ataupun yang dibangun oleh pemerintah.16
Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah sistem
pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam
meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan
sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya
semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggungjawab
terhadap disiplin ilmu yang diembannya.17
Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:18
a. Tugas Profesional
Tugas professional ialah tugas yang berhubungan dengan
profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan
melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti
mengembangkan keterampilan.
16 http://www.otakatik.com/pengertian-guru/html diakses tanggal 9 November 2016
17 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-guru-para-ahli-peran.html diakses tanggal 9
November 2016
1818 Muchtar, 1992. Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, PGK dan PTK Dep.
Dikbud, Jakarta, hlm.32
b. Tugas Manusiawi
Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua
guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk
merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru disekolah
harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru
harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa.
Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas
atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan
masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
c. Tugas Kemasyarakatan
Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota
masyarakat dan warga negara harusnya berfungsi sebagai
pencipta masa depan dan penggerak keampuan. Bahkan
keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin
dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan
bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.
2. Peranan Guru
WF Connel (1972)19 memberikan penjelasan mengenai
peran seorang guru, yaitu:
a. Peranan guru sebagai pendidik (nurturer)
Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas
memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas
19 http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html diakses 9
November 2016
pengawasan dan pembinaan (supervisior) serta tugas-tugas
yang mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap
aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan
masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan
dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-
pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani,
bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas
tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan
keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup
keluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat
personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat
disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai
penanggungjawab pendisiplin anak harus mengontrol setiap
anak, agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-
norma yang ada.
b. Peran guru sebagai model atau contoh
Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi
contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku
pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat
harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh
masyarakat, bangsa negara, karena nilai-nilai dasar negara
dan bangsa Indonesia adalah pancasila.
c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing
Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan
dan pengalaman lain diluar fungsi sekolah, seperti persiapan
perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang
berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih
pekerjaan di masyarakat. Hasil belajar yang berkaitan
dengan tanggungjawab soal tingkah laku sosial anak.
Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut diatas sehingga anak
memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang
dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai
pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam
masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan
kemampuannya lebih lanjut.
d. Peran guru sebagai pelajar
Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan
dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan
yang dimilikinya tidak ketingalan zaman. Pengetahuan dan
keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada
pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas
profesional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas
kemanusiaan.
e. Peran guru sebagai komunikator
Seorang guru dapat diharapkan dapat berperan aktif dalam
pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia
dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang
yang dikuasainya.
f. Peran guru sebagai administrator
Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar,
tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan
dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut
bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan
dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu
diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang
dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencapai
hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen berharga
bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
D. Tinjauan Umum Anak
1. Pengertian Anak
Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu
sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur scara
tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :
a. Anak menurut KUHP
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila
belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia
tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si
tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau
pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau
memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak
dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini
sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.
b. Anak menurut Hukum Perdata
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
tidak lebih dahulu telah kawin.
c. Anak dalam Hukum Perburuhan
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-
undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki
atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-
undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan
kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas
hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan
Negeri.
e. Undang-Undang Kesejahteraan Anak
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan
belum kawin (Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979).
Menurut Undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan
berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha keejahteraan sosial, tahap
kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan
mental. Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai
kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.20
f. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak  Pasal 1 angka 2 menentukan, bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria
seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun
apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah
batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.
Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah
umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun.
Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur
20 Waluyadi,2009,Hukum Perlindungan Anak,Mandar Maju,Bandung,hlm 5.
17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas
umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.
2. Hak dan Kewajiban Anak
a. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 2 menentukan bahwa hak anak adalah:
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam
keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh
dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosialnya,sesuai dengan
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi
warganegara yangbaik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup
yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan
dan perkembangannya dengan wajar.
Dalam Pasal 3 menentukan bahwa:
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang
pertama-tama berhak mendapatpertolongan, bantuan, dan
perlindungan.
Dalam Pasal 4 menentukan bahwa:
1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh
asuhan oleh negara atau orangatau badan.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Dalam Pasal 5 menentukan bahwa:
Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar
dalam lingkungan keluarganyadapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar.
b. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Dalam Pasal 4 menentukan bahwa:
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Dalam Pasal 9 menentukan bahwa:
1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak
memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak
yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.
Dalam Pasal 10 menentukan bahwa:
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Dalam Pasal 19 menentukan bahwa kewajiban anak adalah:
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 9 menentukan bahwa hak anak adalah:
1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap  Anak  berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan  Kekerasan  yang
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama
peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan  Hak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas
berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang
memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan
khusus.
Dalam Pasal 15 menentukan bahwa:
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan;
e. Pelibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual.
3. Pengertian Murid21
Peserta didik atau murid merupakan sebutan untuk anak didik pada
jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Murid merupakan satu-
satunya subjek yang menerima apa saja yang diberikan oleh guru saat
kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Murid digambarkan sebagai sosok yang membutuhkan bantuan
orang lain untuk memperoleh ilmu pengtahuan. Selain memperoleh ilmu
pengetahuan, murid juga mengalami perkembangan serta pertumbuhan
dari kegiatan pendidikan tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa
siswa merupakan salah satu anggota masyrakat yang memiliki potensi
serta usaha untuk mengembangkan dirinya.
Peserta didik yang pada umumnya merupakan individu yang
memiliki potensi yang dirasa perlu dikembangkan melalui pendidikan baik
fisik maupun psikis dari lingkungan keluarga maupun lingkungan
masyarakat dimana pun ia berada. Seorang peserta didik akan diajarkan
bagaimana cara bersikap yang baik serta etika yang sopan untuk
berinteraksi pada masyarakat lainnya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat
melupakan peran pendidik sebagai sumber ilmu dan salah satu unsur
terpenting dari pendidikan.
21 https://idtesis.com/pengertian-siswa-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 9 November
2016
Seorang  pendidik harus memahami dengan betul karakter yang
ada pada peserta didiknya. Pendidik juga harus menbgerti bagaimana
cara mengasah potensi yang ada pada peserta didiknya.
Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendididkan Nasional:
“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan
jenis pendidikan tertentu”.
Abu Achmadi, salah satu pemerhati pendidikan ia mengungkapkan
bahwa peserta didik atau murid merupakan individu yang belum bisa
dikatakan dewasa. Ia memerlukan usaha, bantuan, serta bimbingan dari
seseorang untuk mencapai tingkat kedewasaannya.
4. Perlindungan Anak Sebagai Murid
Perlidungan anak adalah segala usaha yang dilakuakan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik
dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tertulis maupun
tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan
anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum, perlu
diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan
mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.22
Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara
yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan.
Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang
semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD1945.23
Pasal 31 ayat (1) menentukan bahwa "Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi
besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2
"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak
di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga
tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam
bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan
pendidikan.
Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan,
UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang
22 Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta, Akademi Presindo, hlm 19
23 http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-
norma-dan-realita diakses pada tanggal 9 November 2016
Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak
dalam pendidikan. Dalam UU tersebut, menyebut kata "pendidikan" 19
Kali, menyebut kata "pendidik" 6 kali, kata "kependidikan" 6 kali, menyebut
2 kali kata "satuan pendidikan", menyebut 14 kali kata "kekerasan" dan 2
kata "kekerasan di satuan pendidikan". Sedangkan UU No 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, kata "pendidikan" disebut 10 kali. Sementara
dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional
menyebut kata "pendidikan" 12 kali.24
UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan (a),
"Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari
kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".
Sementara pasal 54 menegaskan bahwa "anak di dalam dan di
lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari
tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya
yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,
dan/atau pihak lain".
Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya
dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak
pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.
24 Ibid.
Tampaknya, kekerasan yang terjadi tak hanya mewujud dalam bentuk
kekerasan fisik, seksual, emosional dan kekerasan berbasis dunia maya,





Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort kota Makassar dan
beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas,
Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi
penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti.
B. Jenis dan sumber data
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai
berikut :
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan
dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak Kepolisian di
wilayah Kapolrestabes Kota Makassar dan beberapa Sekolah di
Kota Makassar.
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur,
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-
sumber kepustakaan lain yang mendukung.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
a) Wawancara (Interview) dengan mendatangi narasumber dan
responden, dan melakukan tanya jawab langsung, tipe
pertanyaannya teratur dan terstruktur yang berkaitan dengan
penelitian ini.
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur
dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung
penulisan skripsi ini.
D. Analisis data
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan
diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang
berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek
yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Di Kota Makassar
Pada Bab IV ini, penulis akan membahas mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan
rumusan masalah yang akan dijelaskan secara berurutan terkait kasus
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.
Tetapi sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih jauh mengenai
faktor penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap
muridnya, penulis terlebih dahulu akan menguraikan jumlah sekolah yang
terdapat di Kota Makassar sebagai berikut :
Tabel I
Jumlah Sekolah di Kota Makassar
SD SMP SMA SMK
NEGERI 468 42 22 12
SWASTA 99 162 40 -
TOTAL 567 204 62 12
Sumber : Bidang Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Makassar
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Kemudian sebagai langkah awal dan untuk mendapatkan data
mengenai tindak pidana penganiayaan oleh guru terhadap murid di Kota
Makassar, maka penulis melakukan penelitian yang  diperoleh unit
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Negara Republik
Indonesia Resort Kota Makassar yang telah diakumulasikan ke dalam
sebuah table sebagai berikut :
Tabel II
Jumlah Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru
Terhadap Murid di Kota Makassar
Tahun SD SMP SMA SMK Jumlah
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
2014 3 3 2 1 4 0 2 15
2015 2 0 3 1 1 2 1 10
2016 3 1 4 2 2 1 2 15
Sumber : Unit PPA Kepolisian Resort Kota Makassar
Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2014 jumlah kasus tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid pada
tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan
Sekolah Menengan Atas (SMA) sebanyak 15 kasus. Pada tahun 2015
jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru
terhadap murid pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
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Pertama (SMP), dan Sekolah Menengan Atas (SMA) mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 10 kasus. Pada tahun
2016 jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru
terhadap murid pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengan Atas (SMA) mengalami
peningkatan kembali seperti tahun 2014 yaitu sebanyak 15 kasus. Dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir (Tahun 2014-2016) tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya mengalami
fluktuasi dan telah terjadi 40 kasus penganiayaan terhadap murid yang
dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah yang ada di kota Makassar.
Dari tabel diatas menunjukkan kasus penganiayaan terhadap murid yang
dilakukan oleh guru tingkat Sekolah Menengah Atas (selanjutnya
disingkat SMA) merupakan tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu
15 kasus dibandingkan tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 12 kasus
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 13 kasus. Jumlah ini
tentu menjadi raport yang buruk terhadap dunia pendidikan di Indonesia
pada umumnya dan di Kota Makassar khususnya.
Dari beberapa total keseluruhan kasus tersebut kebanyakan kasus
hanya diselesaikan di tingkat penyidikan karena pihak Kepolisian
biasanya melakukan suatu proses media antara korban dan pelaku
dimana juga melibatkan keluarga yang bersangkutan. Pihak Kepolisian
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berperan sebagai mediator yang menyarankan agar kedua belah pihak
dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, karena dalam Kepolisian
terdapat prosedur yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute
Resolution atau biasa disingkat ADR.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan
Kasubnit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort
Kota Makassar, Ibu Nina Purwanti menyatakan bahwa faktor penyebab
terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap
murid yaitu :
1. Faktor murid itu sendiri ;
a. Murid tidak menaati peraturan sekolah
b. Murid kurang disiplin
c. Berkelahi
d. Tidak mengerjakan PR
e. Murid kurang beretika
f. Ribut di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar
g. Tidak mengikuti pelajaran
2. Faktor guru ;
a. Guru tidak mampu mengelola emosi negatif akibat murid
yang kurang beretika.
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b. Penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai
alat pendisiplin instan, sehingga anak dapat berperilaku
sesuai dengan harapan guru.
c. Guru kurang profesional dalam menjalankan tugasnya
sebagai pendidik, dalam hal ini guru melampiaskan
permasalahan pribadinya terhadap murid.
d. Ketidaklayakan guru dalam mengajar dan mendidik
dikarenakan intelektualitas guru yang rendah namun
dipaksa untuk mengejar target kurikulum.
3. Faktor Budaya Masyarakat ;
Penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid
seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orangtua murid
itu sendiri karena tindak pidana penganiayaan tersebut
dianggap merupakan bagian dari proses mendidik anak. Selain
itu faktor budaya khususnya watak dan karakter individu
beberapa masyarakat Sulawesi khususnya Makassar memiliki
watak dan karakter yang cenderung keras dalam menyikapi
suatu permasalahan.
4. Faktor Sistem Pendidikan ;
Terdapat jenjang kekuasaan yang tidak seimbang antara guru
dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem
pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarki.
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Sehingga menimbulkan paham siapa yang struktur hierarkinya
lebih tinggi dialah yang kuat. Sebaliknya, siapa struktur
hierarkinya lebih rendah dialah yang lemah. Dalam hal ini
struktur hierarki guru ada diatas murid, sehingga hal ini
menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan paham kekuasaan
yang lebih dari guru terhadap muridnya. Bentuk-bentuk
penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya
merupakan akibat dari konteks kekuasaan guru terhadap murid,
yang dimaksudkan agar murid merasa takut dan tunduk pada
kemauan dan aturan yang dibuat oleh guru sebagai pihak yang
lebih berkuasa.
Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMA
Negeri 1 Makassar yaitu Bapak Dr. Iskandar S.Pd., M.M. yang juga
pernah terlibat sebagai pelaku penganiayaan kepada murid berdasarkan
kasus yang dialaminya sesuai dengan LP/2597/X/2014/Polda
Sulsel/Restabes Makassar pada tanggal 13 Oktober 2014. Beliau
mengatakan bahwa ada beberapa murid yang memiliki latar belakang
keluarga pejabat, sehingga murid tersebut mudah melakukan
pelanggaran dikarenakan memiliki faktor hubungan keluarga dengan
pejabat pemerintahan kota Makassar khususnya. Beliau juga mengatakan
banyak murid tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh
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pihak sekolah bahkan terkadang guru juga telah melakukan teguran
hingga 2-3 kali tetapi murid tetap tidak mematuhi. Sehingga inilah yang
menjadi salah satu faktor penyebab guru melakukan tindak pidana
penganiayaan kepada murid akibat emosi sang guru yang sudah tidak
dapat terkontrol.
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Di Kota Makassar
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit PPA (Perlindungan
Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Kota Makassar Ibu Nina
Purwanti, beliau mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang
dilakukan pihak kepolisian dalam menangulangi penganiayaan yang
dilakukan oleh guru terhadap murid di Kota Makassar, yaitu ;
1. Melakukan penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat
serta memberikan pemahaman tentang pentingnya
menyelesaikan masalah dalam hal ini menghukum murid tanpa
menggunakan kekerasan (penganiayaan terhadap murid).
2. Memproses pelaku sesuai dengan aturan yang telah diatur.
3. Mengadakan pembinaan pada lingkungan sekolah maupun di
lingkungan masyarakat.
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Sedangan menurut bapak Dr. Iskandar S.Pd., M.M mengatakan
bahwa upaya yang paling penting dalam menanggulangi tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap murid adalah
dengan meningkatkan kedisiplinan dan aturan yang telah diatur
oleh pihak sekolah khususnya.
Selain upaya-upaya penanggulangan yang telah disebutkan
diatas, untuk tercapainya hal-hal tersebut bukanlah mudah dan
bukan pula hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semata
(Pihak Kepolisian), melainkan adalah tanggung jawab semua pihak
khususnya pemerintah. Upaya penanggulangan tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya dapat
dilakukan pemerintah dengan mempertegas dan meningkatkan
sistem pendidikan.
Beberapa masukan untuk mengatasi tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid disekolah
diantaranya sebagai berikut ;
1. Menerapkan pendidikan tanpa melakukan penganiayaan.
2. Mengembangkan humanisasi pendidikan, antara lain ;
- Membutuhkan keterlibatan mental dan tindak sekaligus
- Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran.
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- Suasana belajar yang kondusif dengan memadukan fisik
dan psikis menjadi suatu kekuatan yang integral.
3. Konseling, bukan siswa saja yang membutuhkan konseling,
tetapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit
yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan
untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
4. Memberikan pembekalan kepada guru untuk menambah






Berdasarkam uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kota Makassar
adalah dari faktor murid itu sendiri, yaitu; kurangnya etika murid
terhadap gurunya; Murid kurang disiplin dan tidak menaati
peraturan sekolah. Faktor selanjutnya adalah faktor guru, yaitu;
guru tidak mampu mengelola emosi negatif terhadap muridnya;
penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai alat
pendisiplin instan; ketidaklayakan guru dalam mengajar dan
mendidik dikarenakan intelektualitas guru yang rendah.
Selanjutnya adalah faktor soisal budaya; penganiayaan yang
dilakukan oleh guru terhadap murid seringkali dibenarkan oleh
masyarakat bahkan orangtua murid itu sendiri karena tindak
pidana penganiayaan tersebut dianggap merupakan bagian dari
proses mendidik anak. Selain itu faktor budaya khususnya
watak dan karakter individu beberapa masyarakat Sulawesi
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khususnya Makassar memiliki watak dan karakter yang
cenderung keras dalam menyikapi suatu permasalahan. Dan
yang terakhir adalah faktor sistem pendidikan; terdapat jenjang
kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dengan murid,
yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang
menganut ideologi dan kultur hierarki. Sehingga menimbulkan
paham siapa yang struktur hierarkinya lebih tinggi dialah yang
kuat. Sebaliknya, siapa struktur hierarkinya lebih rendah dialah
yang lemah. Dalam hal ini struktur hierarki guru ada diatas
murid, sehingga hal ini menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan
paham kekuasaan yang lebih dari guru terhadap muridnya.
Bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh guru
terhadap muridnya merupakan akibat dari konteks kekuasaan
guru terhadap murid, yang dimaksudkan agar murid merasa
takut dan tunduk pada kemauan dan aturan yang dibuat oleh
guru sebagai pihak yang lebih berkuasa.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan oleh guru terhadap murid adalah melakukan
penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta
memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan
masalah dalam hal ini menghukum murid tanpa menggunakan
kekerasan (penganiayaan terhadap murid); Memproses pelaku
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sesuai dengan aturan yang telah diatur; Mengadakan
pembinaan pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan
masyarakat; meningkatkan kedisiplinan dan aturan yang telah
diatur oleh pihak sekolah khususnya.
B. Saran
1. Diharapkan murid dapat menghormati gurunya dengan beretika
baik dan sopan agar tidak memancing amarah guru sehingga
tidak terjadi tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh
guru terhadap murid lingkungan sekolah.
2. Diharapkan selain aparat penegak hukum (kepolisian) upaya
penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
oleh guru terhadap muridnya juga dilakukan oleh pihak
pemerintah dengan mempertegas dan meningkatkan sistem
pendidikan. Agar tercipta proses belajar mengajar yang
kondusif tanpa ada unsur penganiayaan di dalamnya.
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